SALINAN

WALIKOTA MANADO
PROVINSI SULAWESI UTARA

PERATURAN WALIKOTA MANADO

NOMOR 19 TAHUN 2019

TENTANG

PEMBERIAN INSENTIF DAN KEMUDAHAN PENANAMAN MODAL

Menimbang

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA MANADO,

: a. bahwa penanaman modal merupakan salah satu unsur

penting dalam mendukung peningkatan pertumbuhan
ekonomi, meningkatkan kemampuan dan daya saing
Daerah serta mewujudkan kesejahteraan masyarakat,
sehingga perlu didorong agar kinerja sektor penanaman

modal dapat meningkat;

bahwa pemberian insentif dan kemudahan penanaman
modal dilaksanakan sebagai upaya untuk meningkatkan
minat investor dalam melakukan penanaman modal di
Kota Manado agar berdampak pada peningkatan
pendapatan masyarakat, menyerap tenaga kerja lokal,
meningkatkan pelayanan publik, dan mengembangkan
usaha mikro, kecil, menengah, dan koperasi, sehingga

dapat bermanfaat bagi masyarakat Kota Manado;

bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun
2014 tentang Pemerintahan Daerah, daerah berwenang
memberikan fasilitas/insentif di bidang penanaman

modal dalam batas kewenangannya,;

bahwa  berdasarkan  pertimbangan  sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu
ditetapkan dengan Peraturan Walikota tentang

Pemberian Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal,



Mengingat

10.

11.

12.

Undang-Undang Nomor 29 tahun 1959 tentang
Pembentukan Daerah Tingkat II Di Sulawesi;

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang

Penanaman Modal;

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha
Mikro, Kecil, Dan Menengah;

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak
Daerah Dan Retribusi Daerah;

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang

Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang

Perindustrian;

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang

Perdagangan;

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah
beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9
Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-
Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan

Daerah;

Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2008 tentang
Pedoman  Pemberian Insentif Dan  Pemberian

Kemudahan Penanaman Modal Di Daerah;

Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang

Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;

Peraturan Presiden Nomor 44 Tahun 2016 tentang
Daftar Bidang Usaha Yang Tertutup Dan Bidang Usaha
Yang Terbuka Dengan Persyaratan Di Bidang

Penanaman Modal,

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2012
tentang Pedoman Pelaksanaan Pemberian Insentif Dan

Pemberian Kemudahan Penanaman Modal Di Daerah;



